[ SALINAN J

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
KEBIJAKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa guna meningkatkan efektivitas pengelolaan dana
kesehatan dalam mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar di
Kabupaten Lamongan, dipandang perlu mengubah
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Kebijakan Badan Layanan Umum Pusat Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Lamongan dengan menetapkan
dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



10.

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang  Pembentukan = Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun
2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018
Nomor 4);



11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2019
tentang Kebijakan Badan Layanan Umum Pusat
Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lamongan (Berita
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
KEBIJAKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2
Tahun 2019 tentang Kebijakan Badan Layanan Umum
Daerah  Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Lamongan (Berita Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 2) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah sehingga Pasal 28
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Gaji untuk dokter umum, dokter gigi, dan apoteker
bukan PNS dan bukan Pegawai tidak tetap pada BLUD
Puskesmas diberikan sebesar :

a. dokter umum sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta
lima ratus ribu rupiah);

b. dokter gigi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta
rupiah);

c. apoteker sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima
ratus ribu rupiah);

dan menerima jasa pelayanan JKN.

(2) Gaji untuk tenaga pelayanan kesehatan lainnya selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
sekurang-kurangnya sebesar Rp800.000,00 (delapan
ratus ribu rupiah) dan menerima jasa pelayanan JKN.

(3) Jasa Pelayanan JKN yang diterima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelompokkan
menjadi:

a. masa kerja diatas 5 (lima) tahun (100% sesuai point
jasa pelayanan kapitasi JKN);

b. masa kerja 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun
(75% sesuai point jasa pelayanan kapitasi JKN);



(4)

c. masa kerja 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua)
tahun (50% sesuai point jasa pelayanan kapitasi
JKN);

d. masa kerja O (nol) sampai dengan 6 (enam) bulan
(25% sesuai point jasa pelayanan kapitasi JKN).

Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

a sampai dengan huruf d merupakan masa kerja

sesuai dengan surat pelaksanaan tugas petama dari

semua pegawai non PNS/pegawai tidak tetap.

Pelaksanaan pemberian gaji sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) bisa diabaikan dengan

menyesuaikan kemampuan BLUD Puskesmas masing-
masing, didukung dengan kontrak kerja dan atas
persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

2.Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah sehingga Pasal 30
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 30

Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
dimanfaatkan seluruhnya untuk:
a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk
tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam
puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi dan
apabila lebih dari 60% (enam puluh persen) harus
mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional

pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar

Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk

pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan

Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan

mempertimbangkan:

a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah
Daerah;

b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam
rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan
kesehatan; dan

c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis
habis pakai.



